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ABSTRAK 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan judul Pertanggungjawaban Pidana Notaris 

atas Akta yang dibuat berdasarkan Surat Palsu. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui dan, mengkaji dan menganalisa: Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas 

Akta yang dibuat berdasarkan Surat Palsu serta Akibat Hukum atas Akta yang dibuat 

oleh Notaris berdasarkan Surat Palsu. Bentuk metode penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif, maka dalam penelitian ini dilakukan pendekatan terhadap peraturan 

perundang-undangan beserta pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu 

hukum. Berdasarkan hasil analisa dan pengkajian yang dilakukan dalam penelitian ini, 

peneliti menyatakan bahwa: Notaris dapat dikenakan pelanggaran Pasal 266 ayat (1) 

KUHP jika Notaris memalsukan akta partij yang disebabkan oleh kesalahan Notaris 

baik disengaja maupun tidak disengaja, jika melakukan pelanggaran terhadap akta 

relaas maka Notaris dapat dikenakan Sanksi Perdata (Pasal 1365 KUHPerdata) dan 

Saksi Administratif (Pasal 84 dan 85 Undang-Undang Jabatan Notaris). Adanya 

keterangan palsu yang menjadi dasar dari sebuah Akta Notaris, tidak membuat Akta 

tersebut menjadi batal demi hukum. Pihak-pihak yang merasa rugi karena adanya Akta 

tersebut wajib melakukan pengajuan gugatan Perdata pada Pengadilan dengan tujuan 

pembatalan Akta yang merugikan mereka. Jika Pengadilan telah menetapkan suatu 

dasar hukum yang tetap, maka Akta itu batal demi hukum. 
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ABSTRAK 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan judul Pertanggungjawaban Pidana Notaris 
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hukum. Berdasarkan hasil analisa dan pengkajian yang dilakukan dalam penelitian ini, 

peneliti menyatakan bahwa: Notaris dapat dikenakan pelanggaran Pasal 266 ayat (1) 

KUHP jika Notaris memalsukan akta partij yang disebabkan oleh kesalahan Notaris 

baik disengaja maupun tidak disengaja, jika melakukan pelanggaran terhadap akta 

relaas maka Notaris dapat dikenakan Sanksi Perdata (Pasal 1365 KUHPerdata) dan 

Saksi Administratif (Pasal 84 dan 85 Undang-Undang Jabatan Notaris). Adanya 

keterangan palsu yang menjadi dasar dari sebuah Akta Notaris, tidak membuat Akta 

tersebut menjadi batal demi hukum. Pihak-pihak yang merasa rugi karena adanya Akta 

tersebut wajib melakukan pengajuan gugatan Perdata pada Pengadilan dengan tujuan 

pembatalan Akta yang merugikan mereka. Jika Pengadilan telah menetapkan suatu 

dasar hukum yang tetap, maka Akta itu batal demi hukum. 
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ABSTRACT 

 

In this study, the researcher used the title of Notary Criminal Liability for Deeds made 

based on False Letters. This research was conducted to find out and, examine and 

analyze: Criminal Liability of a Notary for a Deed made based on a False Letter and 

the Legal Consequences of a Deed made by a Notary based on a False Letter. The form 

of this research method is normative legal research, so in this research an approach is 

taken to the laws and regulations along with the views and doctrines in the science of 

law. Based on the results of the analysis and assessment carried out in this study, the 

researcher states that: Notaries can be subject to violations of Article 266 paragraph 

(1) of the Criminal Code if the Notary falsifies the partij deed caused by the Notary's 

mistake, whether intentional or unintentional, if he violates the relaas deed, the Notary 

may be subject to Civil Sanctions (Article 1365 of the Civil Code) and Administrative 

Witnesses (Articles 84 and 85 of the Law on Notary Positions). The existence of false 

information which is the basis of a Notary Deed does not make the Deed null and void. 

Parties who feel loss due to the existence of the Deed are obliged to file a Civil lawsuit 

to the Court with the aim of canceling the Deed that harms them. If the Court has 

determined a permanent legal basis, then the Deed is null and void. 
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